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Abstrak 

Rencana pemerintah mengembangkan pendidikan karakter patut didukung seluruh 
komponen bangsa termasuk sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan yang 
mengembangkan karakter (bangsa) sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa 
Indonesia agar bangkit dari keterpurukan moral dan sosial yang berdampak luas. 
Berbagai fenomena, seperti korupsi, markus, ketidak-adilan, mutilasi, dan 
penggelapan pajak yang mengemuka akhir-akhir ini menunjukkan adanya 
kemerosotan moral yang sangat memprihatinkan bangsa Indonesia. Ironisnya hal-hal 
itu justru dilakukan oleh orang-orang yang “terdidik”, yang secara ekonomi berada, 
dan yang memiliki jabatan. Pertanyaannya adalah apakah pendidikan tidak 
mengembangkan karakter bangsa? Seperti apakah pendidikan yang mengembangkan 
karakter? Karakter apasaja yang perlu dikembangkan melalui pendidikan? 
Bagaimana implementasinya di sekolah? Permasalahan-permasalahan tersebut 
dibahas dalam makalah ini sebagai hasil sharing dengan sekolah dan madrasah yang 
telah mengembangkan karakter. 

Kata kunci: pendidikan karakter, pembelajaran terpadu 

 

Abstract 

The Government’s plan to develop character education must be supported by all 
components of this country, including schools and higher education. Character 
education is necessary and required to rebuild up this country from moral and social 
degradation that have multiple impacts. Many current demoralization issues, such as 
corruption, judicial mafia, injustice, and tax exclusion, are turned into concern of 
Indonesians. Ironically those immoral behaviors are carried out by such educated 
people who have a good position in the government. The questions are: (1) does 
education build national character? (2) What does character education look like? (3) 
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What characters should be developed through education? How to develop character 
through education? Those questions are discussed in this paper. 

Keywords: character education, integrated learning 

 

Pendahuluan 

Kewibawaan Sistem Pendidikan Nasional di dalam mengentaskan bangsa 

Indonesia dari kemiskinan dan keterpurukan masih dipertanyakan. Mengapa 

Indonesia yang luas dan subur termasuk negara yang miskin dan tertinggal? 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 

pulau yang terbentang sepanjang 5.110 kilometer dengan lebar sekitar 1.600 

kilometer atau sebesar 9.8 juta kilometer persegi di sepanjang katulistiwa. Sebagian 

besar wilayah itu adalah tanah yang subur dengan hutan hujan tropis terbesar kedua 

setelah Brasil. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumberdaya manusia yang 

terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 226 juta jiwa, dengan 

kekayaan budaya yang tak ternilai, lebih 14 grup etnik besar dengan 300 grup 

bahasa etnis dan 6 agama besar (Sunarto Kamanto, 2001). 

Ironisnya, wilayah yang begitu luas, subur, penuh kekayaan alam dengan 

keanekaragaman hayati yang tinggi, dan jumlah penduduk yang besar, memiliki 

banyak masyarakat yang miskin, buta huruf, dan tertinggal.  Indeks Kemiskinan 

Indonesia (HPI) mencapai 25% tahun 1999 dan turun menjadi 22.7% pada tahun 

2000 atau sekitar 55 juta orang miskin (BPS, Bappenas dan UNDP, 2004: 7-15; 

BPS, 2009:1). Sebanyak 15% penduduk meninggal dunia di bawah usia 40 tahun, 

10% orang dewasa buta huruf, 45% penduduk tidak memperoleh air bersih, 22% 

penduduk tidak memperoleh layanan kesehatan, dan 25% anak-anak salah makan. 
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Wajar jika HDI atau indeks pembangunan sumber daya manusia Indonesia hanya 

memiliki skor rerata 71, berada di bawah Thailand dan Vietnam, dengan skor 

tertinggi DKI Jakarta (77.38) dan terendah Papua dan NTT (64.53) (BPS, Bappenas 

dan UNDP, 2009). 

Kondisi kehidupan bangsa juga sarat dengan tindak kriminal. Indonesia 

menempati ranking kedua negara terkorup di dunia, dan turun menjadi ranking 

keempat bukan karena korupsinya turun tetapi karena jumlah negara yang dikaji 

bertambah. Perselisihan antaretnis, ras dan agama yang menyebabkan kematian 

masih sering terjadi. Demikian pula kasus pembunuhan, bunuh diri, bencana alam 

dan kriminalitas lainnya menyebabkan sekitar 1.4 juta orang terbunuh pada tahun 

2001. Berbagai persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini seperti kasus Bank 

Century, makelar kasus (Markus), penggelapan pajak, dan korupsi membuktikan 

adanya kebobrokan moral. 

Mengapa Indonesia yang subur makmur termasuk negara yang miskin dan 

tertinggal? Pertanyaan tersebut perlu dijawab oleh seluruh sistem negara, baik 

politik, ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan. Bagi sistem pendidikan, jawaban 

dari persoalan tersebut adalah rendahnya kualitas dari Sistem Pendidikan Nasional 

sehingga belum mampu mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan bangsa Indonesia. Undang 

Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan adalah: 

“…mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa …mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 



 
 

4 
 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.” (Bab 
II, Pasal 3) 
 

Jadi, tujuan utama dari pendidikan adalah membentuk watak dan peradaban 

bangsa, aklak mulia, dan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Namun demikian, Sistem Pendidikan Nasional belum mampu mengentaskan bangsa 

dari kemiskinan, kebodohan dan persoalan moral. Sistem pendidikan belum mampu 

membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jaya dengan keimanan, 

kemanusiaan, demokrasi, kemakmuran, dan keadilan sosial yang tinggi. Oleh karena 

itu, diperlukan pendidikan karakter untuk membangun karakter bangsa. 

 

Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter adalah esensi pendidikan, sejak jaman dulu pendidikan 

mengembangambangkan karakter yang baik.  Pada tahun 1993, Josephson Institute 

of Ethics mensponsori pertemuan di Aspen, Colorado, USA, untuk mendiskusikan 

penurunan moral dan cara mengatasinya. Sebanyak dua puluh delapan orang 

pemimpin merumuskan nilai-nilai universal yang diturunkan dari nilai-nilai kultural, 

ekonomik, politik, dan agama. Hasil pertemuan itu kemudian dikenal dengan Aspen 

Declaration on Character Education (DeRoche, 2009:1). Momentum itu dikenal 

sebagai kebangkitan kembali pendidikan karakter yang dahulu pernah ada. Sejak 

deklarasi itu lebih pengertian pendidikan karakter terus berkembang dan lebih dari 

empat puluh program pendidikan karkater dilaksanakan di USA. Berikut beberapa 

kutipan pengertian pendidikan karakter. 

 

1. “According to the Declaration, effective character education is based on core 
ethical values rooted in democratic society, in particular, respect, 
responsibility, trustworthiness, justice and fairness, caring, and civic virtue and 
citizenship.” (Murphy, 1998:22). 
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2. “Character education is an umbrella term loosely used to describe the teaching 
of children in a manner that will help them develop variously as moral, civic, 
good, mannered, behaved, non-bullying, healthy, critical, successful, 
traditional, compliant and/ or socially-acceptable beings. Concepts that now 
and in the past have fallen under this term include social and emotional 
learning, moral reasoning/cognitive development, life skills education, health 
education, violence prevention, critical thinking, ethical reasoning, and conflict 
resolution and mediation. Many of these are now considered failed programs 
i.e., "religious education", "moral education", "values clarification." 
(D’Alessandro & Power, 2005: 110-115). 
 

3. “Character includes the emotional, intellectual and moral qualities of a person 
or group as the demonstration of these qualities in prosocial behavior. 
Character education is an inclusive term encompassing all aspects of how 
schools, related social institutions and parents can support the positive 
character development of children and adults. Character education teaches the 
habits ofthought and deed that help people live and work together as families, 
friends, neighbors, communities and nations.” (US Department of Education, 
2008:1) 

 
4.  “Good character consists of understanding, caring about, and acting upon 

core ethical values. The task of character education therefore is to help students 
and all other members of the learning community know "the good," value it, 
and act upon it.” (Lickona, 2005:1). 

 
5. “Character is a complex system of habits that support or impede the 

development of a person’s unique potential for excellence.“ (Cunningham, 
2007:5)  

 
6. “Character education seeks to develop virtue—human excellence—as the 

foundation of a purposeful, productive, and fulfilling life and a just, 
compassionate, and flourishing society.” (Center of 4th & 5th RS, 2009:1). 

 
 

Berdasarkan kutipan di atas, karakter yang dibangun melalui pendidikan karakter 

antara lain diambil dari ideology negara (seperti Pancasila), nilai-nilai budaya 

bangsa, agama, dan etnik yang diterima oleh masyarakat sehingga tidak 

menimbulkan konlfik. Karakter yang diajarkan di sekolah adalah kepanjangan dari 

karakter, moral atau nilai ideal yang ada dan dihargai di masyarakat, seperti 

kemerdekaan, kemanusiaan, keadilan, demokratis, hormat, bertanggungjawab, dapat 
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dipercaya, kepedulian, nilai-nilai kemasyarakatan dan kewarganegaraan. Pendidikan 

karakter memiliki peran membantu siswa dan komunitas sekolah untuk memahami 

nilai-nilai yang baik dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai tersebut. Melalui 

pendidikan karakter diharapkan diperoleh insan yang baik yang mampu 

mengembangkan potensi dirinya, bangsa, dan negaranya.  

 
 
Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Bangsa 

Pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa ditegaskan oleh UNESCO 

(Delors. et al. 1996:13) yang menyatakan bahwa “...education has a fundamental 

role to play in personal and social development…to foster a deeper and more 

harmonious form of human development and thereby to reduce poverty, exclusion, 

ignorance, oppression and war.”  Jadi, pendidikan memiliki peran fundamental di 

dalam pengembangan personal dan sosial, untuk mempercepat laju pembangunan 

manusia yang harmonis sehingga dapat mengentaskan manusia dari kemiskinan, 

ketertinggalan, kebodohan, kekerasan, dan peperangan. Pentingnya pendidikan di 

dalam memajukan kesejahteraan bangsa juga dikemukakan Kotler (1997:55-56) 

dalam bukunya The Marketing of Nations. Hasil penelitiannya di Negara-negara 

Asia Timur menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan ternyata memberi 

hasil yang baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Dengan 

demikian, tujuan pendidikan karakter adalah mengembangkan karakter bangsa agar 

bangsa Indonesia memiliki jati diri, derajat, dan nilai universal yang sederjat dengan 

bangsa-bangsa lain. Untuk itu bangsa Indonesia harus cerdas, maju, sejahtera, dan 
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bermartabat, jauh dari kebodohan, ketertinggalan, dan kemiskinan yang dibangun 

melalui pendidikan karakter bangsa. 

 

Pendidikan Karakter di Sekolah 

Sekolah merupakan institusi paling strategis untuk menerapkan pendidikan 

karakter. Menurut Bennett dan LeCompte (1995: 1-25) dari sudut pandang sosiologi, 

ada empat teori yang menjelaskan fungsi dan tujuan sekolah, yaitu (1) teori 

fungsionalisme, (2) teori konflik, (3) teori reproduksi, dan (4) teori interpretatif-

kritis. Menurut teori fungsionalisme, sekolah dapat dikelompokkan ke dalam empat 

kategori fungsi, yaitu sebagai agen intelektual, politik, ekonomik, dan sosial. 

Sebagai agen intelektual, fungsi dan tujuan sekolah meliputi (1) membantu siswa 

dalam mengembangkan kecakapan kognitif (membaca, berhitung, menulis, dan 

sebagainya.), (2) membantu siswa dalam memeroleh pengetahuan, dan (3) 

membantu siswa dalam menguasai kemampuan inkuiri. Tujuan sekolah sebagai agen 

politis adalah (1) mendidik calon warga negara masa depan, (2) memupuk jiwa 

patriotisme, dan (3) menegakkan aturan, kesantunan, dan hukum. Sebagai agen 

ekonomik, fungsi sekolah adalah (1) menyiapkan siswa agar nantinya dapat bekerja, 

dan (2) melatih keterampilan calon tenaga kerja.  

Sebagai agen sosial, fungsi sekolah adalah (1) menumbuhkan jiwa sosial dan 

tanggungjawab moral, (2) sebagai tempat latihan memecahkan persoalan-persoalan 

sosial, dan (3) mendukung fungsi agen sosial lain seperti institusi keagamaan dan 

keluarga. Selain itu, sekolah mendidik sikap, keterampilan, dan perilaku sosial yang 

diperlukan siswa di tempat kerja. Pendidikan karakter memuat semua fungsi tersebut 
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di atas dengan menekankan pada pengembangan karakter bangsa. Dengan kata lain, 

pendidikan karakter merupakan salah satu bagian dari tujuan pendidikan yang secara 

khusus mengembangkan karakter bangsa. Dari sudut pandang teori sosial tersebut di 

atas, pendidikan karakter tercakup sebagai agen politis dan agen sosial, tetapi 

esensinya adalah membangun manusia Indonesia agar memiliki nilai-nilai universal, 

seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan sosial. Akhir-akhir ini 

banyak persoalan remaja, narkoba  dan penyakit menular yang juga menjadi fokus 

pengembangan karakter di sekolah (Bagan 1). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bagan 1. Sekolah yang mengembangkan karakter secara terpadu. (http://www. 

 
 

Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

Piaget dan Kohlberg mengemukakan teori perkembangan moral yang dapat 

menjadi acuan pendidikan karakter. Menurut Piaget (1965:401-411), perkembangan 
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moral meliputi tiga tahap, yaitu (1) premoral, (2) moral realism, dan (3) moral 

relativism. Sementara, Kolhberg (Power, Higgins, & Kohlberg, 1989:1-5) 

menyatakan bahwa perkembangan moral mencakup (1) preconventional (premoral), 

(2) conventional, dan (3) postconventional. Esensi kedua teori tersebut sama, yaitu 

pada tahap awal anak belum mengenal aturan, moral, etika, dan susila. Kemudian 

berkembang menjadi individu yang mengenal aturan, moral, etika, dan susila dan 

bertindak sesuai aturan tersebut. Pada akhirnya, moral, aturan, etika dan susila ada 

dalam diri setiap anak, perilaku ditentukan oleh pertimbangan moral dalam dirinya, 

bukan oleh aturan atau oleh keberadaan orang lain; meskipun tidak ada orang lain ia 

malu melakukan hal-hal yang tidak etis, asusila, dan amoral.  

 

Prinsip Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

Character Education Partnership (CEP) (2010:1-3) mengadaptasikan teori 

Likona tentang implementasi pendidikan karakter yang efektif di sekolah. Ada 

sebelas prinsip pendidikan karakter yang efektif yaitu sebagai berikut.  

1. Sekolah dengan segenap komunitasnya mengembangkan nilai etika dasar dan 

perilaku yang diyakini sebagai karakter yang baik. 

2. Sekolah mendefinisikan karakter secara komprehensif meliputi cara berpikir, 

bersikap, dan berperilaku. 

3. Sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif, mendalam dan proaktif 

untuk mengembangkan karakter. 

4. Sekolah mengembangkan komunitas yang peduli. 
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5. Sekolah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan nilai-nilai 

moral. 

6. Sekolah mengembangkan kurikulum yang bermakna dan menantang yang 

menghormati semua siswa, mengembangkan nilai, dan membantu siswa untuk 

sukses.  

7. Sekolah membantu siswa dalam mengembangkan motivasi diri. 

8. Staf sekolah merupakan komunitas belajar etika yang dapat menjadi contoh 

dan tauladan bagi siswa. 

9. Sekolah mengembangkan kepemimpinan bersama dan berbagai pendukung 

pendidikan karakter. 

10. Sekolah melibatkan orangtua dan komunitas sekolah sebagai patner 

pengembangan karakter. 

11. Sekolah secara reguler melakukan asesmen terhadap kultur dan iklim sekolah 

dan staf dalam pendidikan karakter di mana siswa memanifestasikan karakter 

yang baik.  

 

Implementasi pendidikan karakter di sekolah secara garis besar dilakukan 

melalui tiga cara, yaitu (1) ekslusif, (2) inklusif (terpadu), dan (3) campuran. 

Penerapan pendidikan karakter secara ekslusif selama ini sudah dilakukan, yaitu 

melalui mata pelajaran tersendiri, seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Moral 

Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Budi Pekerti. Akhir-akhir 

ini muncul “Kantin Kejujuran” yang dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai 

kejujuran pada diri siswa. Model ekslusif ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu 
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mudah dilakukan baik dari segi pengadaan guru, buku pelajaran, dan penilaian. 

Kelemahannya adalah tidak ada integrasi nilai-nilai yang dikembangkan antarmata 

pelajaran. Kemungkinan saling tindih (overlap) nilai-nilai yang dikembangkan 

tinggi dan di sisi lain banyak karakter yang tidak dikembangkan. Selain itu, karena 

tidak ada kesepakatan nilai-nilai (karakter) yang dikembangkan sekolah, sulit bagi 

sekolah untuk mengukur sejauh mana karakter yang dikembangkan sekolah telah 

tumbuh di dalam diri siswa.  

Implementasi pendidikan karakter secara inklusif merupakan alternatif yang 

patut dicoba. Pada model inklusif, karakter yang dikembangkan sekolah dirumuskan 

bersama oleh semua civitas sekolah dan dilaksanakan bersama oleh semua mata 

pelajaran yang ada melalui model pembelajaran terpadu (integrated learning). 

Fogarty (1991:75-85) dalam bukunya The mindful school: How to Integrate the 

Curricula mengidentifikasi sembilan model pembelajaran terpadu dan satu model 

pembelajaran terpisah. Salah satu model pembelajaran terpadu adalah Integrated 

Model (model pembelajaran terpadu). Model ini mengintegrasilkan semua mata 

pelajaran dalam mengembangkan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Model ini 

tampaknya sesuai untuk mengembangkan karakter di sekolah. Hal ini didasarkan 

atas pertimbangan bahwa: (1) nilai-nilai atau karakter yang akan dikembangkan 

sekolah dalam diri anak didik harus dirancang, disetujui, dan dilaksanakan bersama 

oleh seluruh komponen sekolah, (2) ada pembagian peran guru mata pelajaran 

terhadap pengembangan karakter tertentu.  
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Ada lima tahapan pola pengembangan pendidikan karakter melalui model 

pembelajaran terpadu, yaitu (1) identifikasi, (2) perencanaan, (3) pelaksanaan, (4) 

pembiasaan, dan (5) evaluasi. Berikut uraian dari masing-masing tahapan. 

 

Tahap Identifikasi  

Pada tahap ini sekolah mengidentifikasi karakter yang akan dikembangkan 

sekolah. Sebaiknya sekolah dan guru memperoleh wawasan tentang pendidikan 

karakter dan tatacara implementasinya terlebih dahulu sebelum melakukan 

identifikasi. Proses identifikasi karakter dilakukan bersama oleh seluruh civitas 

sekolah. Dasar pemilihan karakter antara lain adalah nilai universal (global), 

karakter yang telah diidentifikasi oleh direktorat, kepentingan siswa, dan 

kepentingan sekolah. Secara global ada sepuluh nilai universal, yaitu 

Trustworthiness, Respect, Responsibility, Fairness, Caring, Citizenship, Honesty, 

Courage, Diligence, Integrity (Sichel, 1988:3; www.goodcharacter.com). Sekjen 

PBB Koffi Annan (2003:3) menyampaikan pidatonya atas penghargaan Nobel yang 

diterimanya di Tubigen University mengenai global ethics dan menyatakan adanya 

lima nilai universal yaitu: Peace, Freedom, Social Progress, Equal Rights, and Human 

Dignity. 

Direktorat Pendidikan Tinggi konon telah mengidentifikasi 400 nilai yang 

baik. Tentu akan sulit jika semua karakter tersebut harus dikembangkan oleh guru di 

sekolah. Oleh karena itu, Direktorat PSMP (2010:5) mengidentifikasi 49 sembilan 

karakter utama yang penting untuk dikembangkan di sekolah. Duapuluh dua 

diantaranya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1. Karakter Utama 

1. Religius 
2. Berperikemanusiaan 
3. Demokratis 
4. Nasionalis 
5. Adil 
6. Menghargai keberagaman  
7. Patuh pada hukum  
8. Jujur 
9. Disiplin 
10. Kerja keras 
11. Ingin tahu 
12. Bertanggung jawab 
13. Percaya diri 

 

14. Santun 
15. Mandiri 
16. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif 
17. Menghargai  karya dan prestasi 

orang lain 
18. Bergaya hidup sehat  
19. Sadar akan hak dan kewajiban diri 

dan orang lain 
20. Peduli sosial dan lingkungan 
21. Cinta ilmu 
22. Berjiwa wirausaha 
 

 

 

Tahap Perencanaan 

Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh sejumlah karakter atau nilai yang akan 

dikembangkan di sekolah. Misalnya, dari duapuluh dua karakter tersebut di atas, 

sekolah pada tahap awal mengembangkan 16 karakter. Karakter tersebut 

didefiniskan dan disusun indikator perilaku yang dapat diamati dari karakter 

tersebut. Di antara 16 karakter tersebut selanjutnya ditetapkan sejumlah karakter 

utama, karakter penting, dan karakter mata pelajaran. Karakter utama adalah 

karakter yang merupakan unggulan sekolah dan akan dikembangkan bersama oleh 

semua mata plajaran, misalnya karakter nomor 1,2,3,4, dan 5. Karakter penting 

adalah karakter yang di bawah karakter utama yang dipandang penting. Karakter 

penting dikembangkan oleh dua atau tiga mata pelajaran, misalnya IPA dan IPS 

bersama-sama mengembang karakter nomor 16. Karakter mata pelajaran adalah 
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karakter yang akan dikembangkan oleh mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran IPA 

akan mengembangkan karakter tertentu yang berbeda dengan mata pelajaran IPS, 

misalnya karakter nonmor 11, 8, dan 9. Semua karakter tersebut dipetakan dalam 

matriks pembelajaran terpadu mengacu pada Fogarty (1991:80) (Bagan 1). Karakter 

yang berada di tengah (nomor 1-5) adalah karakter utama, yang dikembangkan 

bersama oleh semua mata pelajaran di sekolah. Di luarnya (area abu-abu tua) adalah 

karakter penting yang dikembangkan bersama oleh dua atau lebih mata pelajaran. 

Dan area terluar adalah karakter yang dikembangkan oleh masing-masing pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Matriks pengembangan karakter secara terpadu 
mengacu pada Fogarty (1991, p.80) 
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Langkah selanjutnya, adalah menyusun program tahunan dan program 

semester pengembangan karakter. Untuk karakter yang dikembangkan oleh dua atau 

lebih mata pelajaran, guru mata pelajaran yang terkait harus mengambangkan 

program semester dan tahunan bersama. Secara bersama-sama, guru menentukan 

kapan karakter tersebut akan dikembangkan, berapa lama waktunya, dan apa bentuk 

kegiatannya. 

Langkah selanjutnya pada tahap perencanaan, adalah menyusun perangkat 

pembelajaran, seperti silabi. RPP, media, dan penilaian mata pelajaran dengan 

memperhatikan Standar Isi dan matriks pendidikan karakter di atas. Direktorat 

PSMP (2010) telah menyusun contoh format silabi dan RPP pendidikan karakter 

yang dapat menjadi salah satu acuan bagi guru. Guru mata pelajaran menyisipkan 

karakter yang harus dikembangkan ke dalam silabi, dan menjabarkannya di dalam 

RPP, dan memasukkannya di dalam skenario pembelajaran. Guru perlu memilih 

materi yang sesuai dengan karakter yang akan dikembangkan, menyusun kegiatan 

pembelajaran, media pembelajaran, dan instrument evaluasinya. 

  
Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran untuk pendidikan karakter terintegrasi di dalam 

pembelajaran mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran berlangsung sebagaimana 

jadwal pelajaran. Hal yang sangat penting dan harus senantiasa disadari guru adalah 

bahwa pembelajaran tidak berhenti pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi 

sampai pada internalisasi nilai-nilai atau karakter yang dikembangkan. Guru biologi, 

misalnya, tidak hanya membahas apa itu kloning dan bagaimana teknik kloning, 
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tetapi nilai-nilai kerja keras dan pantang menyerah para peneliti kloning; karena 

keberhasilan kloning pada sel soma dewasa dicapai setelah percobaan yang ke 277. 

Biasanya orang sudah putus asa dan menyerah setelah mencoba 3-5 kali dan tidak 

berhasil. Sifat kerja keras dan pantang menyerah inilah yang ditanamkan ke dalam 

diri siswa. 

 

Tahap Pembiasaan 

Setelah siswa memahami nilai-nilai atau karakter yang dikembangkan di 

sekolah, langkah selanjutnya adalah membiasakan siswa agar menerapkan nilai-

nilai/karakter tersebut. Guru memiliki peran ganda di dalam pendidikan karakter. 

Pertama, ia menjadi model atau contoh perilaku yang sesuai dengan karakter yang 

dikembangkan. Kedua, guru mengontrol perilaku siswa agar sesuai dengan karakter 

yang diinginkan. Teguran, sapaan, dan peringatan mungkin diperlukan terhadap 

siswa yang perilakunya tidak sesuai dengan karakter yang dikembangkan sekolah. 

Demikian pula pujian, nilai plus, dan hadiah perlu diberikan agar member motivasi 

siswa berbuat baik, tetapi tidak boleh menjadi tujuan (tidak boleh siswa berperilaku 

baik agar mendapat hadiah). 

 

Tahap Evaluasi 

Evaluasi pendidikan karakter meliputi dua hal yaitu evaluasi hasil dan evaluasi 

program (Stoll & Jennifer, 1998:73).  Evaluasi hasil pendidikan karakter dapat 

dilakukan oleh guru mata pelajaran melalui mata pelajaran yang bersangkutan. Guru 

dapat menggunakan teknik nontes seperti lembar observasi, daftar cek, anecdotal 
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record, event sampling, penilaian antarteman dan sebagainya. Penilaian nontes, 

penting karena karakter siswa dapat diamati dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, 

guru dapat juga menggunakan tes perbuatan dan tes wawancara. Pada teknik ini, 

guru perlu menyusun rubrik penilaian karakter. 

Evaluasi program dilakukan oleh sekolah dan oleh rumpun mata pelajaran di 

tempat karakter tersebut dikembangkan. Evaluasi program oleh sekolah ditujukan 

untuk mengetahui seberapa jauh karakter yang dikembangkan dicapai, apa kelebihan 

dan kekurangan program, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kegiatan ini dapat 

dilakukan setiap triwulan, semester, dan satu tahunan. Evaluasi program oleh 

rumpun mata pelajaran dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dan 

dapat dilakukan setelah karakter yang dikembangkan bersama telah dilakukan 

(National Education Association. 1934:15). 

 

Kiat Penyuksesan dan Penghindaran Kegagalan Pendidikan Karakter 

CEP (2005:3) menyatakan bahwa “Character education is a national 

movement creating schools that foster ethical, responsible and caring young people 

by modeling and teaching good character through emphasis on universal values...”  

Menurut kutipan di atas, agar pendidikan karakter berhasil dengan baik, ia harus 

menjadi gerakan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional 

merencanakan, mengorganisasikan, menyusun panduan dan aturan, kebijakan dan 

dasar hukum, serta pembiayaan pelaksanaan pendidikan karakter. Kedua, 

pemerintah menciptakan sekolah yang mengembangkan pendidikan karakter. Cara 

ini dapat dilakukan melalui ujicoba terlebih dahulu seperti pilot proyek, hibah 
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bersaing, sekolah model, dan penelitian. Best practice dan hasil penelitian 

pendidikan karakter tersebut kemudian dikemas menjadi buku panduan pendidikan 

karakter yang kemudian disosialisasikan ke berbagai sekolah. Model pendidikan 

karakter tersebut harus memberi ruang kepada sekolah untuk menentukan karakter 

sekolah sesuai dengan jiwa KTSP dan MPMBS.  

Lickona dan Davidson (2005:1-5) mendiskripsikan bahwa karakter memiliki 

dua unsur utama: performance character (disiplin diri, kerja keras, dan pantang 

menyerah yang dibutuhkan untuk pencapaian keberhasilan), dan "moral character" 

(jujur, hormat, can peduli yang diperlukan dalam etika pergaulan). Sekolah harus 

mengembangkan keduanya secara seimbang dan membantu siswa agar sukses. 

Menurut Davis (2003:5) ada tiga faktor penghambat keberhasilan pendidikan 

karakter: ketidak jelasan konsep, kekurangan data empiris, dan kelemahan proses 

pembelajaran. Konsep pendidikan karakter yang dikembangkan di suatu sekolah dan 

bentuk perilaku nyata dari karakter tersebut kadang tidak jelas. Hal itu menyulitkan 

guru dalam proses pengembangan dan pengamatan hasil belajarnya. Oleh karena itu, 

setiap karakter harus didefiniskan dengan jelas termasuk indikator pencapaiannya. 

Proses pengembangan karakter juga sering dibebankan kepada beberapa mata 

pelajaran, seperti Agama, Pancasila, PKn; padahal mata pelajaran lain seharusnya 

ikut bertanggung-jawab. Sering guru menilai karakter siswa dengan nilai Amat Baik 

atau Baik berdasarkan satu-dua pengamatan yang tidak tercatat dengan baik. Hal itu 

terjadi karena tidak mudah mengamati 500-900 siswa dalam satu sekolah dan 

mencatat data karakter setiap anak dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada 

pembagian tanggungjawab tiap guru akan siswa dan karakter yang diamati.  Thomas, 
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Ronald S. (1991:3)  menambahkan sulitnya melakukan asesmen pendidikan karakter karena 

setiap anak menganut sistem nilai yang berbeda. Selain itu, jika anak mengetahui kalau ia 

berbuat sesuatu nilainya tinggi, ia akan melakukannya, meskipun dalam dirinya sebenarnya 

tidak menyukai hal itu. 

 

Kesimpulan 

1. Implementasi pendidikan karakter dapat dilakukan secara terpisah, semi 

terpadu, dan terpadu.  

2. Implementasi pendidikan karakter secara terpadu dipandang lebih menjanjikan 

daripada model yang lain mengingat nilai-nilai atau karakter yang akan 

dikembangkan sekolah dirancang, disetujui, dan dilaksanakan bersama oleh 

seluruh komponen sekolah. 

3. Ada lima tahapan implementasi pendidikan karakter secara terpadu yaitu tahap 

Identifikasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiasaan, dan Evaluasi. 

4. Agar pendidikan karakter berhasil dengan baik di sekolah maka harus ada: 

kejelasan konsep, jenis karakter yang dikembangkan, indikator, dan cara 

penilaian yang dapat dijadikan acuan bagi semua komponen sekolah. 
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penilaian pendidikan karakter yang telah dilakukannya. Selain itu, penulis juga 
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